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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Didalam ketentuan Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok – Pokok Agraria atau disingkat dengan sebutan UUPA, tidak diketemukan secara 

jelas pengertian Hukum Pertanahan. Hukum Tanah menurut Boedi Harsono merupakan bagian 

dari bidang hukum agraria yang masing – masing mengatur hak – hak penguasaan atas sumber – 

sumber daya alam tertentu. Hukum tanah sebagai suatu sistem bukan mengatur tanah dalam segala 

aspeknya. Ia hanya mengatur salah satu aspek yuridisnya yang disebut hak – hak penguasaan atas 

tanah, bukan sebagai lembaga hukum maupun hubungan hukum konkret.1 

Kehidupan manusia sehari – hari tidak bisa terlepas dari persoalan tentang tanah, karena 

tanah mempunyai peran yang sangat penting. Sebagian besar dari kehidupan manusia bergantung 

pada tanah baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber keberlangsungan hidup. Persoalan 

tentang tanah ini semakin terasa pada masa sekarang, dimana kebutuhan maupun kegiatan manusia 

yang bersangkutan dengan tanah semakin meningkat. Untuk itu setiap macam hak atas tanah wajib 

didaftarkan dan disertipikatkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional yang berkantor disetiap 

daerah kabupaten dan kota.2  

Pengertian Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

secara terus – menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan 

                                                           
1 Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan (Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah), 

Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm 1.  
2Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda, Bandung, 

C.V. Mandar Maju, 2004, hlm 1. 



daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk bidang – 

bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan 

hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya.3 Pendaftaran 

tanah dilakukan dalam bentuk peta dan daftar. Demikian pula dapat kita ketahui bahwa salah satu 

rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang juga 

dilakukan dalam bentuk peta dan daftar yang memuat data fisik dan data yuridis dari bidang – 

bidang tanah dan satuan rumah susun.4 

Akibat hukum dari pendaftaran tanah yaitu adanya hak milik. Ketentuan mengenai hak milik 

disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 UUPA 

hingga Pasal 27 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (1) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai hak 

milik diatur dengan undang – undang. Namun sampai sekarang undang – undang tersebut belum 

terbentuk untuk itu diberlakukan Pasal 56 UUPA, yaitu selama undang – undang tentang hak milik 

belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan – ketentuan hukum adat setempat dan 

peraturan – peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA.5 Hak milik menurut 

Pasal 20 ayat (1) UUPA : 

“Hak milik adalah hak turun – menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 

atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”6 

Turun – menurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya 

masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak milik dapat dilanjutkan oleh ahli 

warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas 

tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak memiliki batas waktu 

                                                           
3 Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
4Arba,  Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 148.  
5 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta, Kencana, 2012, hlm 92.  
6 Lihat Pasal 6 UUPA: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 



tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Sedangkan 

terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila 

dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, 

tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya luas bila dibandingkan 

dengan hak atas tanah yang lain.7 Cara Memperoleh hak milik menurut Pasal 20 UUPA, berbunyi 

: 

“(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi 

karena : 

a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah; 

 b. ketentuan Undang-undang.” 

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA “Hak milik dapat beralih 

dan dialihkan kepada pihak lain”. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 

pemindahan hak lainnya.8 

Persoalan jaminan kepastian hukum hak tanah hal ini ditentukan dari proses penetapan 

haknya. Sebagaimana diketahui bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel 

negatif artinya negara tidak menjamin secara mutlak terhadap suatu hak tanah. Jaminan kepastian 

hukum diberikan kepada pemilik tanah yang sejati, bukan semata-mata kepada pemegang hak 

tanah yang terdaftar di dalam buku tanah. Meskipun demikian sebagai bukti hak yang kuat 

diterbitkan sertipikat hak tanahnya. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sertipikat hak tanah 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jaminan kepastian hukum hak tanah diberikan 

                                                           
7 Urip Santoso, Op.Cit, hlm 92.  
8 Arba, Op.Cit, hlm 166.  



sepanjang data fisik, data yuridis dan data administrasi yang tercantum di dalam dokumen 

pendaftaran tanah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan.9 

Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri 

dengan pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Ketentuan pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Pengertian Sertipikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah. 

No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak 

milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing – masing telah dibukukan dalam 

buku tanah yang bersangkutan. Buku tanah menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 adalah dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek.10 Kemudian 

dipertegas lagi dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sertipikat merupakan 

surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data 

yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.11 

Bahwa kenyataan yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan. Dengan demikian masalah pertanahan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia 

dengan berbagai variasinya serta memiliki kecenderungan menimbulkan dampak buruk lainnya. 

Salah satu permasalahannya adalah timbulnya sertipikat ganda. Sertipikat ganda adalah sertipikat-

sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Dengan kata lain Kantor Pertanahan 

telah menerbitkan lebih dari satu sertipikat di satu bidang tanah yang sama sehingga 

                                                           
9 Rusmadi Murad, Op.Cit, hlm 75. 
10 Wibowo Tunardy, 2013, Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, http://www.jurnal 

hukum.com /sertifikat- sebagai-tanda-bukti-hak-atas-tanah/ , diakses tanggal 3 April 2016, pukul 19.53 wib. 
11 Lihat pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

http://www.jurnal/


mengakibatkan ada pemilikan bidang tanah yang saling bertindihan baik seluruh maupun sebagian 

dengan berlainan data satu sama lain. Penyebab terjadinya sertipikat hak milik ganda adalah pada 

waktu dilakukan pengukuran ataupun penelitian di lapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak 

sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah, adanya surat bukti atau pengakuan 

hak dibelakang hari terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi, 

untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya, serta kurangnya 

cermat dan tidak teliti dalam memeriksa permohonan sertipikat. Namun dapat juga terjadi karena 

faktor – faktor dari pemohon itu sendiri, perangkat desa seperti kepala desa serta aparatur 

pertanahan yang kurang memiliki pemahaman dan kemampuan dibidang pengukuran tanah.12 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis skripsi 

dengan judul “AKIBAT HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT GANDA YANG 

DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI PADA BPN 

KOTA PALEMBANG)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang 

akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akibat hukum terhadap sertipikat ganda yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Palembang terhadap objek tanah yang sama ?  

2. Bagaimana penyelesaian terhadap sertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan Kota 

Palembang? 

                                                           
12 Rusmadi Murad, Op.Cit, hlm 61. 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :  

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap sertipikat ganda yang dikeluarkan oleh BPN 

2. Untuk mengetahui penyelesaian sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Palembang 

serta mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Palembang dalam menangani kasus sertipikat ganda ini apakah sudah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

1999 tentang Tata cara Penanganan Sengketa Pertanahan.   

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah :  

a. Teoritis 

Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tanah tentang 

pendaftaran tanah. 

b. Praktis  

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya sertipikat tanah dan 

sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya sertipikat ganda. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini mengacu pada permasalahan mengenai 

sertipikat ganda yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang. Pembatasan ruang lingkup ini 

merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari makna yang 

terkandung didalam perumusan masalah dan diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, 



terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.  Sesuai dengan 

letak obyek yang diteliti Kantor Pertanahan Kota Palembang, maka penulis hanya mencari data 

serta akibat hukum dari sertipikat ganda  tersebut pada Kantor Pertanahan setempat. 

 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Perlindungan Hukum 

 Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada 

hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu 

bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka 

menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum dibidang pertanahan. Seperti yang 

dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 

rumah susun dan hak – hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak bersangkutan untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertipikat 

sebagai surat tanda buktinya. Serta untuk menyediakan informasi kepada pihak yang 

berkepentingan agar dengan mudah dapat memperoleh data dalam mengadakan perbuatan hukum 

mengenai bidang – bidang tanah yang sudah terdaftar.13 

 2. Teori Pendaftaran Tanah. 

a. Stelsel Negatif 

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel negatif artinya negara tidak 

menjamin secara mutlak terhadap suatu hak tanah. Jaminan kepastian hukum diberikan kepada 

pemilik tanah yang sejati, bukan semata – mata kepada pemegang hak tanah yang terdaftar didalam 
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buku tanah.14 Stelsel negatif ini menunjukkan bahwa pemegang hak atas tanah bukan pemegang / 

pemilik yang sejati atau sebenarnya apabila ada pihak lain yang menyatakan kepastian hukum 

yang sebaliknya.15  

Bila kemudian hari ternyata keterangan dalam sertipikat itu tidak benar, maka berdasarkan 

keputusan Pengadilan Negeri yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sertipikat tersebut 

dapat diadakan perubahan seperlunya. Menurut sistem negatif, peralihan hak atas tanah 

berdasarkan asas mem plus iuris, yakni melindungi pemegang hak sebenarnya dari tindakan orang 

lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya. Ciri pokok 

sistem negatif adalah bahwa pendaftaran hak atas tanah tidak menjamin bahwa nama yang terdaftar 

dalam buku tanah tidak dapat dibantah jika nama yang terdaftar bukan pemilik sebenarnya. Ciri 

pokok lainnya adalah pejabat baik nama tanah berperan pasif, artinya tidak berkewajiban untuk 

menyelidiki kebenaran surat – surat yang diserahkan kepadanya.16 

b. Stelsel Positif 

Sistem positif dalam pendaftaran tanah menyatakan bahwa apa yang tercantum dalam buku 

tanah dan surat bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat bukti mutlak. Jika pihak ketiga 

bertindak berdasarkan bukti – bukti tersebut, maka dia mendapatkan perlindungan mutlak 

walaupun kemudian hari ternyata bahwa keterangan yang tercantum didalamnya tidak benar. Oleh 

karena itu, pelaksana pendaftaran tanah berperan aktif menyelidiki dengan teliti apakah hak atas 

tanah dapat didaftar untuk nama seseorang atau tidak. Sistem ini memberikan jaminan yang lebih 

kuat kepada yang memperoleh hak atas tanah. Orang – orang yang tercatat pada daftar umum atau 

buku tanah adalah pemilik tanah yang mutlak. Sistem ini terjadi pada negara – negara yang sudah  
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maju dimana datanya lengkap dan dijamin keakurasiannya dan pemerintah bersifat proaktif dan 

alat buktinya bersifat mutlak.17 

c. Stelsel Negatif bertendensi positif  

Sistem ini masih dianut berdasarkan hukum adat yang bersifat negatif tetapi data yang 

dihasilkan akurat yaitu bukti kepemilikan tanah bersifat kuat tetapi tidak mutlak. Menurut Sonny 

Harsono : 

- Posisi akta tanah sebagai suatu kebenaran, selama tidak ada bukti sebaliknya.  

- Selama kebenaran material tidak bertentangan dengan kebenaran substansial.  

- Bila bertentangan, maka harus ada pembatalan. 

3.  Teori Pembuktian  

Pembuktian menurut bahasa berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang 

menyatakan kebenaran suatu peristiwa, tanda, keterangan nyata. Pembuktian adalah proses / cara, 

perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang 

pengadilan.18 Dalam kamus hukum, pembuktian diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan 

kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi, tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan 

jahat.19 Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan 

kesalahan yang didakwakan kepada si terdakwa.20 

Pembuktian pada umumnya diperlukan jika terjadinya sengketa di pengadilan atau dimuka 

hakim yang mana hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu 
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benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas 

kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan- bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. 

Dalam arti luas, membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum yaitu misalnya apabila 

hakim mengabulkan tuntutan penggugat, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti bahwa 

hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan 

hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar berhubungan dengan itu, dan membuktikan 

dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.21  

Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan 

penggugat itu dibantah oleh tergugat dan apa yang tidak dibantah tidak perlu di buktikan. Dengan 

demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut 

hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 

kebenaran kepastian peristiwa yang dikemukakan.22 

Mengenai pembuktian telah diatur dalam buku ke empat dari Kitab Undang- Undang 

Hukun Perdata dan terdapat dalam pasal 1865 hingga pasal 1945 yang mengandung segala aturan-

aturan pokok pembuktian dalam perdata, sehingga pembuktian ini hanyalah berhubungan dengan 

perkara saja.23 Bahwa teori pembuktian dalam skripsi sertipikat ganda diatas berkaitan dengan 

pembuktian sertipikat hak milik. 

G. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 
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 Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu normatif didukung empiris. 

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis 

ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan.24 

Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji disebut juga dengan istilah 

penelitian kepustakaan karena dalam penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan 

pustaka atau bahan sekunder.25 

Penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan 

menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang 

dikenal dalam ilmu hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai 

fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum 

sebagai norma – norma positif di dalam sistem perundang – undangan hukum nasional), dengan 

pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif). Pengolahan dan analisis data 

pada penelitian hukum empiris, tunduk pada cara analisis data ilmu – ilmu sosial. Untuk 

menganalisis data tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jika sifat data yang 

dikumpulkan hanya sedikit atau berwujud kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu 

struktur klasifikasi analisis yang dipakai adalah kualitatif. Lain halnya jika sifat data yang 

dikumpulkan itu berjumlah besar mudah dikualifikasi ke dalam kategori – kategori maka analisis 

yang dipakai adalah kuantitatif.26 

2. Pendekatan 
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a. Perundang – Undangan ( Statute Approach) 

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan 

pratik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang – undangan. 

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.27 Dalam 

penelitian ini Undang – undang yang akan di gunakan adalah:  

1.  Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  

2. Undang - undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA)  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. 

Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah 

dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian ratio decidendi-nya, 

sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah ratio decidendi 

tersebut.28 

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah 

ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai 

kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan 

memperhatikan fakta materil. Fakta – fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan 

segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Oleh karena itulah 
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pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan 

merujuk kepada ratio decidendi.29 

3. Sumber Data 

a. Data Sekunder 

 Data sekunder, antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, Penelitian hukum normatif yang hanya 

mengenal data sekunder, jenis datanya atau bahan hukumnya yaitu30 : 

i. Bahan Hukum Primer 

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber 

utama dengan melalui penelitian lapangan.31 Sumber hukum primer merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer 

terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.32  

ii. Bahan Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku 

teks, kamus – kamus hukum, jurnal –jurnal hukum, dan komentar atas putusan 

pengadilan.33 Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum 
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primer seperti rancangan Undang – undang, hasil - hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum dan seterusnya.34 

iii. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, 

ensiklopedia.35 

b. Data Primer 

 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terdiri dari36 : 

i. Wawancara 

Wawancara (intervew) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to 

face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada seseorang responden.37Adapun prakteknya nanti penulis akan melakukan 

wawancara secara langsung dengan Kepala Subseksi Perkara Pertanahan di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Palembang yang berkompeten di bidang penyelesaian perkara 

pertanahan.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum 

normatif. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan 

metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama – sama metode lain seperti wawancara, 

pengamatan dan kuesioner. Bahan atau data yang akan dicari tentunya harus disesuaikan dengan 

tipe dan tujuan penelitian yang kita lakukan. Bahan pustaka ini dapat merupakan bahan primer 

ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis – jenis 

yang berlainan Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan atau 

menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.38 

b. Studi Lapangan 

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus masuk dalam kategori pengamatan ilmiah, 

bukan pengamatan sehari – hari yang rutin dilakukan oleh manusia. Pengamatan yang dilakukan 

peneliti harus berpatok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara 

sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena 

sosial ataupun perilaku – perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras 

dengan judul, tipe dan tujuan penelitian. Biasanya pegamatan merupakan salah satu metode 

pengumpulan data pada penelitian hukum sosiologis dan bukan penelitian hukum normatif. 

Seorang peneliti yang terjun mengumpulkan data melalui pendekatan pengamatan, haruslah 

menetapkan perihal bagaimana pencatatan hasilnya serta lain – lain hal yang berhubungan.39 

5. Teknik Analisis Data  

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data 

merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dengan analis data ini data 

yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Pengolahan 
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dan analisis data pada penelitian hukum empiris, tunduk pada cara analisis data ilmu – ilmu sosial. 

Untuk menganalisis data tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jika sifat data 

yang dikumpulkan hanya sedikit atau berwujud kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu 

struktur klasifikasi analisis yang dipakai adalah kualitatif.40 

Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan 

bersama – sama atau secara terpisah yaitu model strategi analisis deskritif kualitatif dan atau model 

stategis analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberikan gambaran alur logika 

analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknik 

analisis data kualitatif digunakan.41 

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, diawali 

dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya 

melakukan interprestasi untuk memberikan makna atau pandangan terhadap tiap subaspek dan 

hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interprestasi 

keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan 

dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara 

induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.42 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Data-data yang diperoleh selama penelitian selanjutnya dianalisa dengan menggunakan 

metode analisis yaitu menganalisa keadaan dan kenyataan yang ada berdasarkan teori-teori dengan 
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menggunakan metode berfikir induktif. Induktif yaitu suatu cara berfikir yang bertitik tolak pada 

fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan menjadi yang bersifat umum.43 

7. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian. Penulisan skripsi ini dibagi 

dalam beberapa bab yang diantaranya : 

BAB I  : Membahas tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penelitian. 

BAB II : Membahas tentang pendaftaran tanah dan kewenangan BPN mengenai 

penerbitan sertipikat. 

BAB III : Menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, akibat hukum 

serta penyelesaiannya terhadap sertipikat ganda yang dikeluarkan BPN Kota 

Palembang.  

BAB IV : Kesimpulan dan Saran. 
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